PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMCR 44 TAHUN 1960 (44/ 1960)
TENTANG
PERTAMBANGAN M NYAK DAN GAS BUM

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang:

a

bahwa m nyak dan gas bum nenpunyai fungsi yang amat penting
unt uk penbangunan nmnasyarakat adil dan naknur, dibandi ngkan
dengan bahan-bahan galian yang | ain;

b. bahwa produksi mnyak dan gas bum nerupakan cabang-cabang
produksi yang penting bagi Negara dan nenguasai hajat hidup
orang banyak, baik | angsung maupun tidak

C. bahwa m nyak dan gas bum nenpunyai arti yang khusus untuk
per t ahanan nasi onal ;

d. bahwa persoal an-persoal an nengenai -m nyak dan gas bum
mengandung aspek-aspek i nternasi onal .

e. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, pertanbangan
m nyak dan gas bum, perlu diatur dalam suatu peraturan
tersendiri;

f. bahwa peraturan tersebut harus pul a nmerupakan pel aksanaan dari
pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam
pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik
I ndonesi a, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden
tanggal 17 Agustus 1960;

g. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut perlu diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

1. pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar

2. pasal 9 Perusahaan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang
Per t anbangan No. 37 tahun 1960 (Lenbar an-Negara tahun 1960 No.
119);

3. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

4. I di sche Mjnwet Staatsblad 1899 No. 214 jo. Staatsblad 1960
No. 434;

Mendengar :

Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 18 Cktober 1960.

VEMUTUSKAN:

Menet apkan:
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertanbangan
M nyak dan Gas Bum .

BAB |
| STI LAH - | STI LAH
Pasal 1.

Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini yang



di mksud dengan

a. mnyak gas bum : bahan-bahan galian mnyak bum, aspal, lilin
bum , senua jenis bitunmen bai k yang padat maupun yang cair dan
senmua gas bum serta semua hasil-hasil pemurnian dan

pengol ahan bahan- bahan galian tersebut, tidak ternmasuk bahan-
bahan galian anthrasit dan segal a macam batu bara, baik yang
tua maupun yang nuda;

b. hak tanah: hak atas sebidang tanah seperti yang di maksudkan dal am
Undang- undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agrari a;

c.eksplorasi: segala cara penyelidi kan geol ogi pertanbangan untuk
nmenet apkan adanya dan keadaan bahan-bahan galian m nyak dan
gas bum ;

d. ekspl oi t asi : pekerjaan pertanbangan dengan maksud untuk
nmenghasi | kan bahan-bahan galian mnyak dan gas bum dengan
jalan yang | azim

e. penmurni an dan pengol ahan : usaha untuk menpertinggi nutu dan
unt uk nenperol eh bagi an- bagi an bahan- bahan galian m nyak dan
gas bum yang dapat di per gunakan;

f.pengangkutan : segal a usaha pem ndahan bahan-bahan galian m nyak
dan gas bum dari daerah-daerah eksploitasi atau tenpat-tenpat
penur ni an dan pengol ahan;

g. penjual an : segal a usaha penjual an bahan-bahan galian m nyak dan
gas bum dan hasil-hasil penurnian dan/atau pengol ahan;

h. kuasa pertanbangan : wewenang Yyang diberikan kepada Perusahaan
Negara untuk nel aksanakan usaha pertanbangan m nyak dan gas
bum ;

i.Menteri : Menteri yang |apangan tugasnya neliputi urusan
per t anbangan m nyak dan gas bum ;

j.wilayah hukum pertanbangan Indonesia : seluruh kepul auan

I ndonesi a, tanah di bawah perairan |Indonesia, nenurut Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960, dan
daer ah- daerah Continental dari kepul auan | ndonesi a;

k. Perusahaan Negara; perusahaan seperti yang dinmaksudkan dal am
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960
t ent ang Perusahaan Negar a.

BAB | |
KETENTUAN - KETENTUAN UMUM
Pasal 2.

Segal a bahan galian mnyak dan gas bum yang ada didal am
wi | ayah hukum pertanbangan |ndonesia nerupakan kekayaan nasiona
yang di kuasai ol eh Negar a.

Pasal 3.
(1) Menyi npang dari ket ent uan- ket entuan seperti yang termnmaktub dal am
pasal 4 Undang-undang tentang Pertanbangan, neka pertanbangan

m nyak dan gas bum hanya di usahakan ol eh Negar a.

(2) Usaha pertanbangan mnyak dan gas bum dilaksanakan ol eh
Per usahaan Negara senat a- nat a.



Pasal 4.

Usaha pertanbangan m nyak dan gas bum dapat neliputi:
a. ekspl orasi ;

b ekspl oi tasi ;

c. penmur ni an dan pengol ahan;

d. pengangkut an;

e. penj ual an.

BAB |11
KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 5.

(1) Kuasa Pertanbangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang
nmendi ri kan perusahaan itu.

(2) Penunj ukan batas-batas wlayah kuasa pertanbangan beserta
syarat-syaratnya ditetapkan ol eh Penerintah atas usul Menteri

Pasal 6.

(1) Menteri dapat nenunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk
Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk nelaksanakan
pekerj aan- pekerjaan yang belum atau tidak dapat dil aksanakan
sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan sel aku
penmegang kuasa pertanbangan

(2) Dal am nengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang
di mksud dalam ayat (1) diatas Perusahaan Negara harus
ber pegang pada. pedoman- pedoman, petunj uk-petunjuk dan syarat -
syarat yang di beri kan ol eh Menteri.

(3)Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) diatas nmulai
ber | aku sesudah di sahkan dengan Undang-undang.

Pasal 7.
(1) Kuasa pertanbangan tidak neliput hak tanah pernukaan bum .

(2) Pekerjaan kuasa pertanbangan tidak boleh dilakukan diw |ayah
yang di tutup untuk kepentingan unmum

(3) Lapangan pekerjaan kuasa pertanbangan tidak neliputi:

a.tenpat - t enpat kubur an, tenpat-tenpat yang dianggap suci,
pekerj aan- pekerjaan unmum unpamanya jal an-jalan unum
jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan
sebagai nya,

b. | apangan tanah sekitar |apangan-|apangan dan bangunan-bangunan
per t ahanan.

c.tenpat-tenpat pekerjaan usaha pertanbangan | ain;

d. bangunan- bangunan, rumah tenpat tinggal atau pabrik-pabrik
beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecual i



dengan ijin yang ber kepenti ngan.

(4) Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan yang di maksud dal am
ayat (3) pasal ini, nmaka dal am hal di anggap sangat perlu untuk
kepenti ngan pekerjaan penegang kuasa pertanbangan, pem ndahan
bangunan- bangunan Pekerjaan Urum dapat dil akukan atas beban
pemegang kuasa pertanbangan setel ah diperoleh izin dari yang
berwaj i b.

BAB |V
PENCGEMBALI AN W LAYAH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 8.

(1) Penegang kuasa pertanbangan dapat nenyer ahkan kenbali sebagi an
atau seluruh wlayah pertanbangannya dengan pernyataan
tertulis kepada Menteri

(2) Pernyataan tertulis yang di naksud dal am ayat (1) diatas diserta
dengan al asan-al asan yang cukup apa sebabnya pernyataan itu
di sanpai kan.

(3) Pengenbal i an wi | ayah pertanbangan yang di maksud dal am ayat (1)
pasal ini baru sah setel ah di setujui oleh Menteri

Pasal 9.

Ji kal au sebagi an at au sel uruh wi | ayah pert anmbangan
di kenbal i kan, nmaka segal a beban yang di berat kan kepada wi | ayah yang
ber sangkut an bat al nmenurut hukum

Pasal 10.

Apabi | a sebagi an at au sel uruh wi | ayah pert anmbangan
di kenbal i kan, maka Perusahaan Negara yang bersangkutan nenyerahkan
kepada Menteri senua klise dan bahan-bahan peta, ganbar-ganbar
ukuran tanah dan sebagai nya yang bersangkutan dengan pel aksanaan
usaha pertanbangan.

BAB V

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN
HAK- HAK TANAH

Pasal 11.

Mereka vyang berhak atas tanah diwajibkan nenperkenankan
pekerjaan penegang kuasa pertanbangan atas tanah yang bersangkut an
j I ka kepadanya:
a.sebel um pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa

pertanbangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang

maksud dan tenpat pekerjaan-pekerjaan itu akan dil akukan;
b.di beri ganti kerugian atau jam nan akan penggantian kerugian itu

ter | ebi h dahul u.



Pasal 12.

(1) Apabil a ada hak yang bukan hak Negara atas sebidang tanah yang
ber sangkut an dengan w | ayah kuasa pertanbangan, mnaka kepada
yang berhak diberikan ganti kerugi an dan/atau sunbangan yang
jum ahnya ditentukan oleh Menteri, untuk penggantian sekali
dan/atau untuk selama hak itu tidak dapat di pergunakannya.

(2) Apabil a yang bersangkutan tidak dapat neneri ma penentuan Menteri
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sunbangan
dan/atau ganti kerugian itu ditentukan ol eh Pengadil an Negeri
yang daerah hukumya neliputi w layah pertanbangan tenpat
pel aksanaan usaha pertanbangan mnyak dan gas bum yang
ber sangkut an.

(3) Sunbangan dan/atau ganti Kkerugi an yang di maksud dal am pasal i ni
beserta segal a biaya yang berhubungan dengan itu di bebankan
pada penegang kuasa pertanbangan yang ber sangkut an.

Pasal 13.

Kewaj i ban untuk nenberi sunbangan ataupun ganti kerugi an tidak
berl aku terhadap nereka yang nendiri kan bangunan- bangunan, nenanam
t unbuh-tunbuhan dan lain-lain diatas tanah yang termasuk w | ayah
pertanbangan m nyak dan gas bum , dengan naksud nenperol eh uang
sunbangan dan/ atau ganti kerugi an.

Pasal 14.

Apabi | a tel ah di beri kan kuasa pert anbangan pada sebi dang tanah
yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, naka atas sebidang tanah
tersebut atau bagi an-bagi annya tidak dapat diberikan hak tanah
kecual i dengan persetujuan Menteri

BAB VI
PUNGUTAN- PUNGUTAN NEGARA.
Pasal 15.

(1) Penegang kuasa pertanbangan nenbayar kepada Negara i uran-pasti,
iuran eksplorasi dan/atau eksplorasi dan/atau penbayaran-
penbayaran |ai nnya yang berhubungan dengan penberian kuasa
per t anbangan.

(2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut
dal am ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Penerintah.

BAB VI

PENGAWASAN PERTAMBANGAN M NYAK DAN GAS BUM .
Pasal 16.



Tat a usaha dan pengawasan pekerj aan- pekerjaan dan pel aksanaan
usaha pertanbangan m nyak dan gas bum di pusat kan pada Departenen
yang | apangan tugasnya neliputi pertanbangan m nyak dan gas bum .

Pasal 17.

(1) Departenen yang di naksud dal am pasal 16 tersbut diatas nel akukan
pengawasan dan penelitian, begitu pula nenentukan syarat-
syarat dan ijin penenpatan terhadap tenaga-tenaga ahli asing
yang akan di pekerjakan dal am perusahaan- perusahaan m nyak dan
gas bum, dengan tidak nengurangi tugas dari [ain
j awat an/ i nst ansi .

(2) Syar at - syar at dan ijin penenpatan terhadap tenaga-tenaga
tersebut dalam ayat (1) pasal ini, di beri kan dengan
nmenper hat i kan keadaan dan keahl i annya serta semangat dan cit a-
cita nasional untuk nenduduki jabatan-jabatan penting dal am
per usahaan- perusahaan mnyak dan gas bum sesuai dengan
rencana pendidi kan kejuruan dan keadaan yang nyata dalam
masyar akat .

(3) Dal am nel akukan tugas tersebut dal amayat (1) dan ayat (2) pasal
ini, maka  perusahaan-perusahaan mnyak dan gas bum
ber kewaj i ban untuk nenberikan |aporan dan bantuannya dan
nmenaati perintah-perintah yang di berikan Departenen tersebut
di at as.

BAB VI |
KETENTUAN- KETENTUAN Pl DANA.
Pasal 18.

(1) O hukum dengan hukuman penjara selama-|lamanya enam tahun
dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu
rupi ah barangsiapa yang tidak nenpunyai kuasa pertanbangan
nmel aksanakan usaha pertanbangan seperti di naksud dal am pasal 4
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

(2) b hukum dengan hukuman kurungan selana-lamanya satu tahun
dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu
rupi ah barangsi apa yang nel aksanakan usaha pertanbangan m nyak
dan gas bum sebel um nenenuhi kewaji ban-kewajiban terhadap
yang berhak atas tanah menurut Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni .

Pasal 109.

D hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bul an
dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah
bar angsi apa yang berhak atas tanah nerintangi atau nengganggu
pel aksanaan usaha pertanbangan m nyak dan gas bum yang sah.

Pasal 20.



D hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bul an
dan/ at au dengan denda setinggi-tinggi nya sepul uh ri bu rupi ah;

a. penmegang kuasa pertanbangan yang tidak nenmenuhi syarat-syar at
yang berlaku nenurut Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan
ber dasar kan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni;

b. pemegang kuasa pertanbangan yang tidak nelakukan perintah-
perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang berwajib berdasarkan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 21.

(1) Ji kal au penegang kuasa pertanbangan atau wakil nya adal ah suatu
badan hukum naka hukuman ternmaksud dal am pasal 18, 19 dan 20
peraturan ini dijatuhkan kepada para anggota pengur us.

(2) Tindak pidana yang di naksud dal am pasal 18 ayat (1) peraturan
ini adal ah kejahatan dan perbuat an-perbuatan |ainnya adal ah
pel anggar an.

BAB | X

KETENTUAN- KETENTUAN PERALI HAN.
Pasal 22.

(1) Semua hak- hak pertanbangan perusahaan-perusahaan m nyak dan gas
bum yang bukan Perusahaan Negara, yang di perol eh berdasarkan
peraturan-perturan yang ada sebelum Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini nenpunyai kekuatan hukum tetap
dapat dijal ankan untuk suatu tenggang waktu yang sesingkat -
si ngkat nya. Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan
Per at ur an Peneri nt ah.

(2) Peregang- penegang hak-hak pertanbangan berdasarkan peraturan-
peraturan yang tersebut dalam ayat (1) diatas didahulukan
dal am perti nbangan penunj ukan sebagai kontraktor yang di maksud
dal am pasal 6 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
unt uk wi | ayah-wi | ayah pertanbangan ner eka sekar ang.

(3) Peraturan-peraturan yang di naksud dal am ayat (1) diatas dicabut
pada saat berakhirnya tentang waktu yang dimaksudkan dal am
ayat tersebut.

(4) Hak- hak pertanbangan Perusahaan Negara yang nasi h ada pada saat
ber | akunya Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
nmenj adi kuasa- kuasa pertanbangan untuk w |ayah-w | ayah
pert anbangan m nyak dan gas bum yang ber sangkut an pada saat -
saat peraturan-peraturan dikeluarkan untuk itu masing-nasing
seperti yang dinmaksudkan dalam pasal 5 Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang i ni .

BAB X



KETENTUAN- KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut
"Peraturan Pertanbangan M nyak dan Gas Bum ".

Pasal 24.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan
pengunmuman Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dengan
penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republi k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Cktober 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

SUKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Cktober 1960.
Sekretaris Negara
TAVZI L
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
t ent ang
PERTAMBANGAN M NYAK DAN GAS BUM
UMUM
1 Hubungan bum dan air wlayah Indonesia dengan bangsa

I ndonesi a adal ah abadi. Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari pada w layahnya. Bumi dan air Indonesia adalah satu dengan
bangsa | ndonesi a.

Kekayaan al am yang terkandung didalam bum dan air wlayah
I ndonesia adal ah hak bangsa |ndonesia dan nerupakan kekayaan
Nasi onal .

Dengan ayat (3) pasal 33 Undang-undang Dasar Republik
I ndonesi a, naka bangsa Indonesia nenberi kekuasaan kepada Negara
Republi k Indonesia wuntuk mengatur, nenelihara dan nenggunakan
kekayaan Nasional tersebut sebaik-bai knya, agar tercapai nasyarakat
I ndonesi a yang adi|l dan maknur.

Adapun wewenang Negara untuk nenguasai itu rmeliputi
penguasaan. WAl aupun dem ki an tidaklah nenyal ahi, apabila Negara
nmenyer ahkan pel aksanaan kekuasaan itu kepada yang dapat

nmenj al ankannya, asalkan Negara dapat nenjamn hubungan bangsa



I ndonesi a dengan wi | ayahnya yang abadi itu serta kedudukan Negara
Republ i k | ndonesi a yang diberikan hak nenguasai kekayaan nasi onal
t er sebut.

2. Penyer ahan pel aksanaan kekuasaan Negara atas kekayaan
nasi onal berupa bahan-bahan galian bum [|ndonesia tidaklah dapat
di | akukan begitu saja, oleh karena bahan-bahan galian tersebut
nmasi ng- masi ng nenpunyai sifat-sifat khusus dan pul a nenpunyai nil ai
yang berl ain-lainan bagi bangsa Indonesia dan Negara. Mka itu,
nmengi ngat akan hal -hal itu, bahan-bahan galian dibagi dalam tiga
gol ongan yang nenentukan kepada siapa pelaksanaan itu dapat
di beri kan. Dan oleh karena pelaksanaan itu berarti penguasaan
pert anbangan bahan galian, maka dalam Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang tentang Pertanbangan M nhak dan Gas Bum
ini pel aksanaan kekuasaan Negara itu di sebut pengusahaan, dan yang
menj al ankan pengusahaan itu pel aksana pengusahaan.

Bahan galian mnyak dan gas bum bukan saja nenpunyai

sifat-sifat khusus, akan tetapi hasi | - hasi | pemur nian dan
pengol ahannya adal ah penting bagi hajat hidup orang banyak dan
pertahanan nasional. Itu sebabnya ditentukan, bahwa pengusahaan

m nyak dan gas bum hanya dapat disel enggarakan oleh Negara dan
pel aksanaan pengusahaan itu hanya dapat dil akukan ol eh Perusahaan
Negara, agar kemanfaatan bahan galian mnyak dan gas bum dapat
terjam n dal am rangka penyusunan nmasyarakat | ndonesi a yang adil dan
makmur dan dal am penbangunan Negara Republi k |ndonesia yang | aya,
| agi kuat.

4. Ber hubung Negara Republik Indonesia nenpunyai hak
nmenguasai, mnaka tidaklah apat diberikan kepada Perusahaan Negara
hak-hak |ain yang lebih dari pada nenguasai itu. Itu sebabnya,
didalam Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang
Pertanbangan M nyak dan Gas Bum ini, yang dapat diberikan kepada
Per usahaan Negara adalah kuasa wusaha pertanangan atau secara
ri ngkas di sebut kuasa pertanbangan.

Dengan dem ki an, maka dapat | ah di nyat akan, bahwa
sungguh- sungguh  hak konsesi dan hak-hak lain atas wlayah
pertanbangan m nyak dan gas bum berdasarkan "Indische Mjnwet"
Staatsblad 1899 No. 214 yo. 1906 No. 434, sebagai mana di ubah dan
di t anbah, tidak berlaku |agi, oleh karena hak-hak itu - seperti
yang tersebut dalam Manifesto Politik - tidak sesuai |agi dengan
al am pi ki ran bangsa | ndonesi a.

5. Per usahaan- perusahaan asing selama ini nmenper ol eh
hak- hak konsesi atas w /| ayah-w layah pertanbangan berdasarkan
"I ndische Mjnwet"” tersebut dan dengan dem ki an nenpunyai kekuasaan
at as bahan-bahan galian m nyak dan gas bum yang ditanbangnya, yang
ber t ent angan dengan Undang-undang Dasar.

Dengan ber| akunya Peraturan Penerintah Pengganti Undang- undang

tentang Pertanbangan Mnyak dan Gas Bum ini, naka kedudukan
per usahaan- perusahaan asing yang bekerja di Indoneia ini dalam
| apangan pertanbangan mnyak dan gas bum akan berlainan sama
sekali. Perusahaan asing tidak mnungkin |agi nenperoleh hak-hak
pertanbangan atas w |layah-w |ayah |ndonesia yang tertentu. Hanya
per usahaan Negaral ah  yang dapat nmenguasai suatu  w layah

pertanbangan mnyak dan gas bum dan hak inipun jauh berlainan
dengan hak konsesi yang | ana.
Akan tetapi, oleh karena perindustrian mnyak dan gas bum



mem nta, pernodal an yang anmat besar dan keahlian yang nendal am dan
nmel uas tentang cabang-cabang produksi mnyak dan gas bum, naka
dal am peraturan ini masih diberi kenungkinan bgi perusahaan asing
unt uk bekerja di Indonesia ini sebagai kontraktor suatu Perusahaan
Negara dengan syarat -syarat yang nenuaskan bagi nya.

Dan ol eh karena "perjanjian karya" antara perusahaan asing i ni
dengan Perusahaan Negara penting sekali bagi penbangunan
perindustrian mnyak dan gas bum, bukan saja untuk nenjamn
keahl i an yang cukup, akan tetapi juga untuk nenperol eh dan nenarik
nodal yang cukup dal amtaraf perindustrian m nyak dan gas bum pada
dewasa ini, maka "perjanjian karya" tersebut harus di sahkan dengan
Undang- undang sebel umya dapat ber | aku.

6. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini tidak
nmenuat ket entuan-ketentuan tentang isi perjanjian antara Perusahaan
Negara dengan perusahaan asing sebagai kontraktor itu, oleh karena
syarat-syarat yang di perl ukan dal am hubungan ini pada pokoknya akan
tergantung pada berbagai macam fakta yang ada pada ketika
perjanjian itu nmasing-masing dibuat, msalnya potensi wlayah
pertanbangan yang hendak dikerjakan, kenmanpuan perusahaan asing
yang bersangkutan untuk nenyedi akan keahlian dan nodal vyang
di perlukan serta penjualan mnyak dan gas bum yang akan
di hasi | kan.

Ber hubung dengan itu, ol eh peraturan ini diserahkan sel uruhnya
kepada Penerintah bagai mana nenurut Kkebijaksanaannya isi tiap-tiap
"perjanjian karya'. setelah pertinbangan penawar an- penawar an
ber bagai perusahaan- perusahaan asing terhadap suatu wlayah
pert anbangan yang tertentu beserta senua fakta-fakta yang ada.

7. Kuasa pertanbangan yang dapat diberikan tidak neliputi
hak-hak tanah pernukaan bum yang berdasarkan hukumagraria
nasional. Akan tetapi, tidak akan jarang terjadi, bahwa kuasa
pertanbangan yang diberikan dan hak tanah agraria dapat
ber sama-sama berlaku terhadap sebidang tanah yang tertentu,
sehingga perlu di atur hubungan antara kedua itu. Penyel esai an yang
ol eh peraturan mnyak dan gas bum ini adalah, bahwa hak tanah
tidak terhapus ol eh adanya kuasa pertanbangan atas sebidang tanah
yang ber sangkutan, akan tetapi - mengingat pentingnya pertanbangan
yang hendak dilakukan - peraturan ini nenghendaki, agar penegang
hak tanah jangan nenakai hak tanahnya selanma kuasa pertanbangan
di j al ankan pada tanah yang bersangkutan. Kerugian yang diderita
ol eh penegang hak tanah karenanya, harus diganti oleh penegang
kuasa pertanbangan yang berkepentingan berupa ganti kerugi an
dan/ atau sumbangan yang dapat ditentukan ol eh Menteri secara yang
seadi | - adi | nya berdasarkan keadaan tiap soal khusus, dan apabila
yang nenderita kerugian tidak puas akan penentuan Menteri, mnaka
Pengadi | an Negerilah yang nenberi putusan yang nenent ukan.

Dengan dem ki an, nmka hak nenpergunakan tanah itu akan hidup
kenbal i sepenuhnya, jika pertanbangan tidak dilakukan |agi pada
tanah yang ber sangkut an.

Dal am pada itu hendaknya diperhatikan, bahwa hak-hak yang
di perol eh atas sebidang tanah yang telah ditanbang berdasarkan

suatu kuasa pertanbangan hanyal ah  dapat terjadi, apabi | a
di perti nbangkan | ebi h dul u ol en Peneri nt ah.
8. Per at ur an Perer i nt ah Penggant i Undang- undang i ni

mengandung jiwa yang sama sekali berlainan dengan azas-azas yang



nmenj adi pokok-pokok pikiran dari pada "lIndische Mjnwet" beserta
per at ur an- peraturan | ain yang berl aku sel ana ini.

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini neninggal kan
pandangan yang nengutamakan orang-seorang dengan hak-haknya dal am
usaha nencapai kemakmuran yang adil bagi bangsa | ndonesi a.

Per at ur an i ni ti dak menbenar kan, bahwa kebahagi an
orang-seorang dapat tercapai oleh orang-seorang sendiri dengan
hak- haknya secara yang adil, dan tidak dapat nenerina, bahwa

kekayaan seorang warga negara yang dapat di kunpul nya bersandarkan
kebebasan yang penuh benar-benar juga berarti kekayaan nasional .

Bagi peraturan ini cara untuk nenperol eh nasyarakat |ndonesia
yang makmur dan adil bukan dengan jalan vyang nelalui dan
nmengut amakan orang-seorang, akan tetapi dengan usaha yang terutana
di waj i bkan pada Negara Republik |ndonesia seperti yang di kenmukakan
oleh ayat (3) dan ayat (2) pasal 33 Undang-undang Dasar dengan
pengertian "di kuasai ol eh Negara" itu.

Itu sebabnya peraturan "M jnordonnnantie” dan yang tinbul dari
alam pikiran yang liberalistis, kapitalistis dan individualistis
itu secepat-cepatnya harus dihilangkan, agar dalam perbaharuan
hi dup bangsa I ndonesia jangan terdapat dua al am pi ki ran yang sal i ng
ber t ent angan. Akan t et api unt uk menj am n j angan sanpa
perindustrian m nyak dan gas bum | ndonesia nengal am stagnasi yang
tidak diingi nkan, naka ol eh peraturan ini diberikan waktu peralihan
yang di tent ukan dengan Perat uran Peneri nt ah.

9. Per usahaan Negara yang telah nel aksanakan kuasa
per t anbangannya tidak dapat di katakan nel akukan pekerj aan- pekerj aan
pert anbangan sebagai pemlik wlayah-wlayah pertanbangan yang
ber sangkut an, sehi ngga t er hadap senua hasi | pekerj aan
pertanbangannya harus ada ketentuan-ketentuan |lebih dulu atau
sesudahnya dari Penerintah tentang bagai mrana bentuk dan besarnya
penggantian jasa yang telah di sunbangkannya kepada Negara Republ ik
I ndonesi a dan bangsa | ndonesi a.

Penggantian jasa terhadap pekerjaan-pekerjaan ekspl orasi
dan/atau eksplotasi dan/atau pemurnian dan pengol ahan ataupun
dengan penj ual an inilah yang baru nmenjadi mlik Perusahaan Negar a.

Pengertian ini di kehendaki ol eh Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini berhubung itu adalah sebagai akibat yang
seharusnya dari pada ketentuan, bahwa bahan-bahan galian bum
I ndonesi a adal ah hak bangsa dan nerupakan kekayaan nasi onal. 10.

Agar perindustrian m nyak dan gas bum | ndonesi a
sungguh-sungguh berarti bagi hajat hidup orang banyak seperti yang
di kenukakan oleh ayat (2) pasal 33 Undang-undang Dasar, naka
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nengi nsyafi, bahwa
satu-satunya jalan untuk itu adalah nenperbesar pr oduksi
perindustrian mnyak dan gas bum | ndonesia secepat-cepatnya agar
supaya
1. dapat diatasi pertanbagan kebutuhan m nyak bum untuk konsunsi

Dal am Negeri sebagai aki bat pertanbahan penduduk dan

pel aksanaan I ndustrialisasi dal am  Penbangunan senest a

I ndonesi a ( perubahan Struktur Ekonom I ndonesia);

2. kebut uhan | ndonesi a akan devi sen unuk Penbangunan Senesta dapat

di penuhi ;

3. dapat diadakan perinbangan yang nenguntungkan antara konsumnsi

Dal am Negeri dan ekspor | ndonesi a;



4. kedudukan | ndonesi a dal am pasar duni a dapat di pertahankan;

5. pendapat an Negara yang berasal dari perusahaan-perusahaan m nyak
dapat di per besar ;

6. per soal an pengangur an dapat di pecahkan;

7.pendapat Nasional dan "incone per capita" Indonesia, yakni

"Standard of living" di Indonesia, dapat dinaikkan.

Akan tetapi cara melakukan pengusahaan m nyak dan gas bum
I ndonesi a harusl ah di sandar kan pada ayat (3) pasal 33 Undang- undang
Dasar dan pada Manifesto Politik.

Cara inilah yang diatur dalam Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni dengan tidak nelupakan bahwa produksi m nyak dan
gas bum Indonesia harus di perbesar sel ekas-I|ekasnya.

Dengan dem ki an, nmaka beberapa Perusahaan Negara nanti akan
nmenper ol eh nmasi ng- masi ng kuasa- kuasa pertanbangan mnyak dan gas
bum pada beberapa wi | ayah pertanbangan yang tertentu nmenurut kuasa
pertanbangan itu masi ng-nasi ng serta perusahaan m nyak asing hanya
dapat nenmpunyai status kontraktor saja berdasarkan suatu atau
beberapa "perjanjian karya" dengan Perusahaan Negara yang
ber sangkut an.

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Mengenai apa yang tersebut dengan huruf | dicatat disini,
bahwa Dataran Kontinental yang diartikan ol eh dunia internasiona
senmua daerah di bawah pernukaan air dari pantai kearah |aut yang
mungki n mengandung kekayaan al am

Pasal 2 dan 3.
Cukup j el as dal am penj el asan unmum

Pasal 4.
Cukup j el as.

Pasal 5 dan 6.
Cukup j el as dal am penj el asan unmum

Pasal 7.

Ket ent uan- ket ent uan dal am pasal ini adal ah penbat asan-
penbat asan terhadap penberian w | ayah kuasa pertanbangan
ber hubung dengan hak-hak agraria nasional dan untuk nmenjamn
kepenti ngan- kepenti ngan unmum yang erat bersangkut-paut dengan
| apangan-| apangan t anah.

Pasal 8, 9 dan 10.
Cukup j el as.

Pasal 11 dan 12.

Dal am pasal - pasal ini ditegaskan kewaji ban nereka yang
ber hak atas tanah untuk nenperkenankan pekerjaan penegang kuasa



per t anbangan atas tanah yang bersangkutan, dan sekali gus

di t egaskan pul a kewaj i ban penegang kuasa pertanbangan unt uk
mengganti kerugi an dan/ atau sunbangan kepada nereka yang berhak
atas tanah sebagai peri nbangan.

Pasal 13 dan 14.
Cukup jel as dal am penj el asan unum
Pasal 15.

Dengan di t ent ukannya penentuan | ebi h | anjut tentang pungutan
Negara i ni ol eh Peraturan Penerintah, maka akan | ebi h nudah dan
| ebi h cepat dapat diatur apabila diperlukan suatu perubahan dal am
pungut an Negara it u.

Pasal 16.
Cukup j el as.

Pasal 17.

I ni perlu dicantunkan dal am Per at uran Penerintah Pengganti
Undang-undang ini, ol eh karena erat hubungannya dengan wewenang
dan kewaj i ban Penerintah untuk nel akukan pengawasan dal am
kehi dupan per usahaan- perusahaan m nyak dan gas bum berdasarkan
per at ur an- per at uran dan Undang-undang yang ki ni berlaku dan yang
akan terus berlaku sanpai pada waktu yang ditentukan dengan
Peraturan Penerintah (lihat ketentuan-ketentuan peralihan dari
Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini).

Penbent uk rancangan Per aturan Peneri ntah Pengganti
Undang-undang i ni nengi nsyafi bahwa di sanpi ng Perat ur an
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini terdapat pul a
Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang penenpatan tenaga asing
dan | ai n Undang-undang yang juga nenuat ket ent uan-ket ent uan
tentang tenaga asi ng hi ngga ol eh karena itu dal am pasal 17 ayat
(1) dari Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini di nuat
ket entuan "dengan tidak nengurangi tugas dari lain
j awat an/ i nstansi ", sehingga dapatlah setiap instansi yang
menpunyai hubungan erat dengan persoal an tenaga-tenaga asi ng
mengadakan kerja-sama satu sama | ain.

Apa yang ditentukan dal am pasal 17 dari Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini tidak bertentangan dengan
Undang-undang No. 3 tahun 1958 tenang penenpatan tenaga asing,
ol eh karena Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
hanyal ah nerpakan pengkhususan bel aka ber hubung bahan gali an
m nyak dan gas bum nenpunyai masal ah dan ciri-ciri tersendiri

Pasal 18 dan 19.
Cukup j el as.

Pasal 20.

Ket entuan ini diperlukan agar pel anggaran terhadap Keputusan
Penmeri nt ah dapat di hukum karena Keputusan Penerintah tidak dapat



menuat ancanman hukuman.

Pasal 21.
Cukup j el as.

Pasal 22.

Per usahaan- perusahaan m nyak dan gas bum yang bukan
Per usahaan Negara dan yang telah ada di | ndonesia ini sebel um
Peraturan ini berl aku, dapat diutanmakan dari pada
per usahaan- perusahaan asi ng | ai nnya unt uk nengadakan "perj anjian
karya" dengan Perusahaan Negara. Dan dal am pasal ini ditentukan,
bahwa hubungan Perusahaan Negara yang tel ah ada sebel um peraturan
i ni berlaku, dengan w | ayah-w | ayah pertanbangannya harus segera
di sesuai kan dengan ket ent uan-ketentuan peraturan ini

Pasal 23 dan 24.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 133; TLN NO. 2070



